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ABSTRAK

Skripst ini berjudul “Asuy Menyibak Tirsi Perusshasa (Plercing The
Corporate Veil; Pada Perusshaun Yoduk (Holding Company) Atas Kerugian
Pihatc Ketige Oleh Asmak Perusubomn®, Pessitian ini bertujuan untuk
menganslisis mengenai penerspan asas menyibak tissi perusahasn (piercing the
corporafe veil) pada perusahsan induk sera mengetahui tanggung jawab
perusahany induk atas kerugian pihek ketiga oleh anak perusshaan. Penzlitian ini
perundang- an dan pendekatan kasus. Sumber hukum yang digunakan
bahan hukuri primer, sekunder, dan tersier dengan teknik

pembahasan dapet disimpulkan bshwa perusahsan induk berpecan sebagal
induk tidak bertanggung jawab atas perbuatan hukum anak perusahaan karena
berlaku prinsip hukum tanggung jawab tecbatas (fimited liabillry) hal ini diatur
dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Tmbulasﬂmmmﬂ:patpmgecmhmterhndnppmipnumm
berlakunya asas menyibak tirai perusahaan (piercing the corporate veil) yang
diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tetitang
ierseroan Terbatas, Maka perusahaan induk sebagai pemegang saham dapat
ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas terpenubi. '

Kata Kunci: Perusahaan Induk, Asas Piercing The Corporate Veil,
Tnn@nug_..ﬁtwb,- Kerugian.

O VL. Syaifudd

Ketua Bagian Hukum Perdata

if.

Sri Turatmivah, S.H., M.Hum.
NIP. 196511011992032001
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Hukum mempunyai peran untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam
masyarakat. Hukum bersifat universal, tujuan dari keberadaan hukum vyaitu
agar adanya suatu kedamaian, ketentraman, ketertiban, dan kesejahteraan
dalam kehidupan di masyarakat, dengan demikian hukum berguna sebagai
pedoman dalam berperilaku sebagai Warga Negara Indonesia. Usaha yang
menghasilkan barang atau jasa dan bertujuan mencari keuntungan disebut
dengan badan usaha. Dengan demikian diperlukan adanya hukum yang
diharapkan dapat memberikan kepastian hukum serta keadilan bagi seluruh
masyarakat khususnya pihak yang terkait dengan badan usaha.

Perusahaan merupakan setiap bentuk badan usaha yang mempunyai ciri-
ciri yakni mempunyai kegiatan usaha yang dilakukan secara terus-menerus,
bersifat tetap, secara terang-terangan, memperoleh laba atau keuntungan dan
terdapat pembukuan. Perusahaan terbagi menjadi perusahaan perorangan atau
perseorangan dan badan usaha. Badan usaha terbagi menjadi badan usaha
yang berbadan hukum dan badan usaha tidak berbadan hukum. Badan usaha
berbadan hukum terbagi menjadi badan usaha berbadan hukum publik dan

badan usaha berbadan hukum privat.



Dari berbagai bentuk usaha yang terdapat di Indonesia, bentuk usaha
Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PT) menjadi salah satu bentuk usaha
paling diminati di Indonesia. PT termasuk kedalam kategori badan usaha yang
berbadan hukum privat. Aturan mengenai PT telah diatur dalam Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya
disebut UUPT). Perseroan Terbatas atau naamloze vennotschap (dalam bahasa
Belanda) menurut Pasal 1 angka 1 UUPT menyebutkan bahwa PT merupakan
badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan
perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya
terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam
undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.! Berdasarkan uraian
pengertian di atas, maka PT mempunyai karakteristik yaitu :

1) Badan hukum, mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

a) Adanya pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM;

b) PT merupakan bentuk organisasi yang teratur, terdapat RUPS,
Direksi, dan Komisaris;

c) Mempunyai harta kekayaan sendiri;

d) Dapat melakukan hubungan hukum sendiri atas nama
perseroan;

e) Memiliki tujuan yakni mencari keuntungan atau laba.

2) Terbatasnya tanggung jawab pemegang saham, artinya terbatas pada
nilai saham yang diambil, dengan pengecualian sebagaimana yang
tercantum di dalam Pasal 3 ayat (2) UUPT yakni:

a) Persyaratan PT sebagai badan hukum belum terpenubhi;
b) Pemegang saham memanfaatkan PT untuk kepentingan pribadi;

c) Melakukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan atas
nama PT;

! Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40, tentang Perseroan Terbatas, Bab I,
Pasal 1 angka 1, Tahun 2007.



d) Pemegang saham secara melawan hukum terbukti
menggunakan kekayaan PT sehingga PT tidak dapat melunasi
hutang.

3) Didirikan berdasarkan perjanjian, artinya:

a) Didirikan oleh dua orang (perorangan maupun badan hukum)
atau lebih;

b) Kesepakatan para pihak yang mendirikan PT;

c) Kewajiban mengambil bagian saat pendirian.

Pada poin 3 ini berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, untuk sahnya suatu
perjanjian diperlukan empat syarat yaitu:

1. Sepakat para pihak yang mengikatkan diri;

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

3. Suatu hal tertentu;

4, Kausa halal/sebab yang halal.?

Syarat pertama dan kedua adalah syarat subjektif, apabila syarat subjektif
tidak terpenuhi syarat subjektif maka akibat hukumnya yakni perjanjian
dapat dibatalkan (vernietigbaar) artinya perjanjian tetap berlaku secara sah
sampai adanya salah satu pihak yang mengajukan pembatalan. Syarat
ketiga dan keempat adalah syarat objektif, apabila syarat objektif tidak
terpenuhi maka akibat hukumnya yakni perjanjian batal demi hukum
(nietig van rechtswege) yang berarti sejak awal perjanjian dianggap tidak
pernah ada.

Berikut merupakan unsur-unsur dari keempat syarat di atas:

1. Sepakat pihak yang mengikatkan diri. Unsur-unsur: tidak ada
paksaan (dwang), tidak adanya penipuan (bedrog), tidak

adanya kekhilafan (dwaling).

2 Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Balai Pustaka,
Jakarta, 2018, him. 339.



2. Cakap membuat suatu perjanjian. Unsur-unsur: dewasa, tidak
gila, tidak boros.
3. Suatu hal tertentu/objek tertentu. Unsur-unsur: objeknya jelas
dan terukur.
4. Sebab yang halal/kausa halal. Unsur-unsur: tidak bertentangan
dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.
4) Melaksanakan kegiatan usaha;

5) Modal terbagi dalam saham. 3

Dapat disimpulkan bahwa PT adalah suatu bentuk badan usaha yang
berbadan hukum privat yang didirikan oleh pribadi dan seluruh modal berasal
dari swasta. Namun karakteristik PT yang utama yaitu PT adalah badan hukum
(legal entity). Kemudian besaran modal PT tercantum dalam anggaran dasar
PT itu sendiri.

Pada dewasa ini PT yang tergabung dalam perusahaan kelompok menjadi
bentuk usaha yang diminati para pelaku usaha di Indonesia karena dianggap
dapat membantu proses pembangunan perekonomian negara. Hubungan antara
para anggota dalam perusahaan kelompok memiliki keterkaitan yang erat, baik
dalam hal menjalankan usaha maupun pengaturan keuangan dan hubungan
organisasi. Perusahaan kelompok adalah beberapa perusahaan yang ada
dibawah satu pimpinan sentral atau pengurusan bersama yang dikelola dengan

gaya dan pola yang sama. Perusahaan kelompok terdiri atas perusahaan induk

% Abdul Rasyid Saliman, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori Dan Contoh Kasus Edisi
Kedua Cetakan ke-6, Kencana, Jakarta, 2008, him. 115.



(holding company) dan beberapa anak perusahaan. Perusahaan induk (holding
company) seringkali disebut sebagai pemilik atau pemimpin dari perusahaan
kelompok.

Perusahaan induk (holding company) adalah perusahaan yang berbentuk
PT, menjalankan pimpinan sentral pada perusahaan grup guna
mengkoordinasikan dan mengendalikan anak perusahaan sehingga tidak hanya
terbatas pada kepemilikan saham yang ada pada anak perusahaan.* Maka
perusahaan induk memiliki peran sebagai perusahaan utama yang memegang
saham beberapa anak perusahaan. Perusahaan induk dan anak perusahaan
memiliki keterkaitan yang erat. Menurut penjelasan pada Pasal 29 UUPT
terdahulu atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan
Terbatas menyatakan bahwa anak perusahaan adalah perseroan yang
mempunyai hubungan khusus dengan perseroan lainnya yang terjadi karena
(1) Lebih dari 50% (lima puluh persen) sahamnya dimiliki oleh induk
perusahaannya, (2) Lebih dari 50% (lima puluh persen) suara dalam RUPS
dikuasai oleh induk perusahaannya; dan atau (3) Kontrol atas jalannya
perseroan, pengangkatan, dan pemberhentian Direksi dan Komisaris sangat
dipengaruhi oleh induk perusahaannya.®

UUPT menganut prinsip hukum tanggung jawab terbatas (limited liability)
sebagaimana tercermin dalam Pasal 3 ayat (1) UUPT maka berdasarkan

prinsip ini bahwa pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi

4 Sulistiowati, Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup di Indonesia,
Erlangga, Jakarta, 2010, him. 20.

5 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1, tentang Perseroan Terbatas, Bab I,
Pasal 29, Tahun 1995.



atas perikatan yang dibuat oleh perseroan perusahaan dengan demikian
pemegang saham tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi
saham yang dimiliki.® Kerugian seringkali dialami oleh pihak ketiga, dalam
hal ini bahwa tentunya pihak ketiga memiliki hubungan hukum dengan kedua
perusahaan yang tergabung kedalam perusahaan kelompok seperti perusahaan
induk dan anak perusahaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
kerugian berarti menanggung atau menderita rugi.” Pihak ketiga harus
mendapatkan tanggungjawab serta ganti rugi akibat perbuatan hukum dari
anak perusahaan.

Dalam hukum perdata ganti rugi dapat terjadi karena wanprestasi akibat
adanya suatu perjanjian atau terjadi karena perbuatan melawan hukum. Dalam
KUHPerdata kerugian (yang harus diganti) terbagi kedalam 3 bagian yakni:

1. Biaya

2. Rugi

3. Bunga

(vide Pasal 1239, 1243 KUHPerdata)®

Ketiga bagian di atas merupakan akibat yang menyebabkan kerugian
karena adanya wanprestasi atau tidak terpenuhinya suatu prestasi. Biaya
merupakan uang atau ongkos yang harus dikeluarkan dari pihak yang
dirugikan, dalam hal dikarenakan adanya wanprestasi. Rugi merupakan

keadaan berkurangnya nilai kekayaan kreditor dikarenakan adanya

wanprestasi dari debitur. Bunga yakni keuntungan yang seharusnya diperoleh

6 1. G Rai Widjaya, Hukum Perusahaan, Kesaint Blanc, Jakarta, 2003, him. 133-134.

7 https://kbbi.web.id/rugi diakses pada tanggal 02 Oktober 2020 Pukul 11.10 WIB.

8 Munir Fuady, Konsep Hukum Perdata Cetakan Pertama, Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 2014, him. 223.
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namun tidak diperoleh kreditur dikarenakan adanya wanprestasi pihak
debitur.®

Selain kerugian yang terjadi karena adanya wanprestasi, kerugian dapat
terjadi karena perbuatan melawan hukum. Di dalam KUHPerdata, perbuatan
melawan hukum atau PMH diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata dan Pasal
1366 KUHPerdata. Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan bahwa “tiap
perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain,
mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti
kerugian tersebut”. Pasal 1366 KUHPerdata menyatakan bahwa “setiap orang
bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya,
tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-
hatinya.”0

Dapat kita simpulkan bahwa adanya hubungan kausal yakni sebab akibat,
dimana sebab berupa kesalahan dan akibat berupa kerugian serta adanya suatu
hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang
mana melahirkan tanggung jawab sehingga harus dipenuhi oleh para pihak
terkait. Prinsip tanggung jawab terbatas (limited liability) merupakan tirai yang
memisahkan tanggung jawab antara pemegang saham dengan pengurus dalam
menjalankan kegiatan perseroan. Dalam pelaksanaannya prinsip tanggung
jawab terbatas (limited liability) dapat menyebabkan ketidakadilan karena
pemegang saham dapat menyalahgunakan prinsip tanggung jawab terbatas

(limited liability) untuk kepentingan pribadi. Sebagai contohnya yakni dengan

® Ibid., him. 224,
10 Subekti dan R. Tjitrosudibio, Op. cit., him. 346.



mendirikan PT yang pada dasarnya hanya berperan sebagai pelindung agar
pemegang saham dapat melakukan perbuatan melawan hukum, menghindari
kewajiban hukum, atau melakukan kegiatan bisnis berisiko tinggi tanpa
kekhawatiran adanya pertanggungjawaban pribadi.!! Tirai tersebut tidak
bersifat mutlak dan dapat ditembus.

Prinsip tanggung jawab terbatas (limited liability) berpotensi membawa
ketidakadilan namun prinsip ini dapat dikecualikan dengan menggunakan asas
menyibak tirai perusahaan (piercing the corporate veil) dimana pihak ketiga
(kreditor) dari PT apabila perseroan dinyatakan mengalami kerugian maka
perseroan atau pihak ketiga yang dirugikan dapat mengajukan gugatan untuk
meminta pertanggungjawaban dari pemegang saham PT itu sampai kepada
pribadi apabila terjadi pelanggaran atau kesalahan dalam menjalankan
pengurusan perseroan. Asas menyibak tirai perusahaan (piercing the corporate
veil) memberikan pengecualian terhadap prinsip tanggung jawab terbatas
(limited liability). Asas ini merupakan bukti adanya pengaruh dari hukum
asing, yang umumnya berasal dari hukum anglo saxon. Meskipun suatu badan
hukum bertanggung jawab secara hukum hanya terbatas pada harta badan
hukum, namun dalam keadaan tertentu batas tanggung jawab itu dapat
ditembus dengan asas menyibak tirai perusahaan (piercing the corporate veil).

Asas menyibak tirai perusahaan (piercing the corporate veil) dalam
penerapannya pada putusan pengadilan di Indonesia sudah diterapkan bahkan

sebelum adanya pengaturan mengenai asas ini pada UUPT. Namun pada

1 Sulistiowati, Veri Antoni. September-Desember 2013. Konsistensi Penerapan Doktrin
Piercing The Corporate Veil Pada Perseroan Terbatas di Indonesia. Yustisia. Vol.2 No.3: him.
24. Diambil dari https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/10152
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penelitian kali ini akan dijelaskan mengenai pihak ketiga yang mengalami
kerugian akibat dari perbuatan hukum anak perusahaan yang seringkali terjadi,
dengan demikian untuk menjawab pertanyaan berkaitan dengan penerapan
asas menyibak tirai perusahaan (piercing the corporate veil) pada perusahaan
induk perlu melihat secara kasuistik atau case by case. Contoh kasus yang
relevan terkait dengan penerapan asas menyibak tirai perusahaan (piercing the
corporate veil) pada perusahaan induk (holding company) atas kerugian pihak
ketiga oleh anak perusahaan (subsidiary company) yakni kasus antara PT.
Effem Foods Inc dan PT. Effem Indonesia melawan PT. Smak Snak. Perkara
ini dapat dilihat pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
89 PK/PDT/ 2010.%2

Putusan ini merupakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan
merupakan putusan yang isinya menolak permohonan peninjauan kembali
sehingga memperkuat putusan pengadilan tingkat sebelumnya, yaitu
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Majelis
Hakim PN Jakarta Selatan memutuskan bahwa PT. Effem Foods Inc selaku
Tergugat | dan PT. Effem Indonesia selaku Tergugat Il telah terbukti secara
sah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Kemudian PN Jakarta
Selatan menghukum PT. Effem Foods Inc dan PT. Effem Indonesia untuk
membayar ganti rugi kepada PT. Smak Snak secara tanggung renteng. Putusan
PN Jakarta Selatan No. 923/Pdt.G/2005/PN.Jak.Sel diperkuat oleh Putusan PT

DKI Jakarta No. 331/PDT/2007/PT-DKI yang kemudian diperkuat kembali

12 pytusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 89 PK/PDT/2010.
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oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 900 K/Pdt/2008 yang
isinya menolak permohonan kasasi dan kemudian diperkuat kembali oleh
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 89 PK/PDT/ 2010
yang isinya menolak permohonan peninjauan kembali dari para pemohon
peninjauan kembali, dalam hal ini yakni PT. Effem Foods Inc dan PT. Effem
Indonesia. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 89
PKT/PDT/2010 ini merupakan wujud dari penerapan asas menyibak tirai
perusahaan (piercing the corporate veil) pada perusahaan induk (holding
company) atas kerugian pihak ketiga oleh perbuatan hukum anak perusahaan
dalam suatu perusahaan kelompok.

Contoh lainnya terkait kasus mengenai asas menyibak tirai perusahaan
(piercing the corporate veil) yang secara umum Yyakni kasus meluapnya
lumpur panas dari sumur bor PT. Lapindo Brantas Inc disebabkan karena
casing pelindung lubang bor tidak dipasang sehingga meluapnya lumpur
melalui celah-celah yang tidak tertutup casing berdampak pada pemukiman
penduduk dan membawa dampak yang besar bagi infrastruktur.!® Akibat
perbuatan tersebut PT. Lapindo Brantas Inc harus membayar ganti rugi ke
berbagai pihak sehingga kerugian ditaksir mencapai Rp. 1,536 triliun. Hal ini
mengakibatkan kerugian bagi pemegang saham selaku investor PT, yaitu PT.
Energi Mega Persada sebagai pemegang saham atau selaku investor PT.

Lapindo Brantas Inc. Dalam kasus ini PT. Energi Mega Persada dapat

13 Benny Batara Tumpal Hutabarat, “Penerapan Prinsip Piercing The Corporate Veil
Terhadap Pemegang Saham Selaku Personil Pengendali Korporasi Dalam Tindak Pidana

Pencucian Uang Oleh Perseroan Terbatas”, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, 2011,
him. 102.
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meminta direksi untuk bertanggung jawab secara pribadi apabila direksi
terbukti melakukan kesalahan maupun kelalaian dalam menjalankan
pengurusan perseroan sehingga mengakibatkan kerugian yang dialami PT.
Lapindo Brantas Inc.

Oleh karena itu untuk mencegah terjadinya perkara yang menyebabkan
anak perusahaan harus mengganti kerugian terhadap pihak ketiga, diperlukan
itikad baik dan tanggung jawab dari setiap pengurus PT dalam menjalankan
tugasnya guna kepentingan PT. Apabila dalam menjalankan tugas seorang
direksi PT menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi,
menyebabkan kerugian finansial, maka seorang direksi PT dapat dimintakan
pertanggungjawaban pribadi.* Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya
bahwa penerapan asas menyibak tirai perusahaan (piercing the corporate veil)
dalam kaitannya dengan perusahaan induk (holding company) dan anak
perusahaan dapat dilihat pada Putusan Mahkamah Agung yakni pada Putusan
MA Nomor 89 PK/PDT/2010. Dimana pada putusan tersebut, Mahkamah
Agung menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon
peninjauan kembali, dimana Tergugat | merupakan perusahaan induk dari
Tergugat Il yang memiliki hubungan hukum dengan penggugat sebagai pihak
ketiga selaku termohon peninjauan kembali.'® Sehingga untuk mendapatkan

jawaban terkait permasalahan atau kasus yang berkaitan dengan asas

14 lrawati. September 2018. Prinsip Piercing The Corporate Veil Terhadap Tanggung
Jawab Direksi Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas. Jurnal llmiah Galuh Justisi. Vol.6 No. 2:
him. 159. Diambil dari https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/galuhjustisi/article/view/1711

Bhttps://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/It5e3b94cd30fb2/ipiercing-the-
corporate-veil-i-pada-kepailitan-anak-perusahaan/ diakses pada tanggal 11 September 2020 pukul
23.36 WIB.



https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/galuhjustisi/article/view/1711
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e3b94cd30fb2/ipiercing-the-corporate-veil-i-pada-kepailitan-anak-perusahaan/
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e3b94cd30fb2/ipiercing-the-corporate-veil-i-pada-kepailitan-anak-perusahaan/
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menyibak tirai perusahaan (piercing the corporate veil) pada perusahaan induk
(holding company) atas kerugian pihak ketiga oleh anak perusahaaan
diharapkan dapat merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 89
PK/PDT/2010.

Dengan demikian dalam hal terjadinya kerugian yang diakibatkan oleh
anak perusahaan, perusahaan induk (holding company) dapat dimintakan
pertanggungjawaban apabila ketentuan mengenai asas menyibak tirai
perusahaan (piercing the corporate veil) yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2)
UUPT telah terpenuhi seperti contohnya pada Putusan Mahkamah Agung
Nomor 89 PK/PDT/2010.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan
pengkajian dan pembahasan lebih lanjut terkait pengaturan, penerapan asas
menyibak tirai perusahaan (piercing the corporate veil) dan bentuk serta
proses hukum tanggung jawab pada perusahaan induk (holding company) atas
kerugian pihak ketiga oleh anak perusahaan. Dalam penulisan skripsi ini
penulis memilih judul : “ASAS MENYIBAK TIRAI PERUSAHAAN
(PIERCING THE CORPORATE VEIL) PADA PERUSAHAAN INDUK
(HOLDING COMPANY) ATAS KERUGIAN PIHAK KETIGA OLEH

ANAK PERUSAHAAN”.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka

rumusan masalah dalam skripsi ini adalah:
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1. Bagaimana pengaturan dan penerapan asas menyibak tirai perusahaan
(piercing the corporate veil) dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas?

2. Bagaimana bentuk dan proses hukum tanggung jawab perusahaan induk
(holding company) atas kerugian pihak ketiga oleh anak perusahaan
setelah diterapkan asas menyibak tirai perusahaan (piercing the corporate

veil)?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan uraian latar belakang dan menjadi pokok permasalahan
diatas, adapun tujuan penulis melakukan penelitian terhadap skripsi ini adalah:
1. Untuk memahami pengaturan dan penerapan asas menyibak tirai
perusahaan (piercing the corporate veil) dalam Undang-Undang Nomor 40
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Untuk memahami bentuk dan proses hukum tanggung jawab perusahaan
induk (holding company) atas kerugian pihak ketiga oleh anak perusahaan
setelah diterapkan asas menyibak tirai perusahaan (piercing the corporate

veil).

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini terbagi menjadi dua kategori manfaat yakni sebagai berikut:



14

1. Manfaat Teoritis
Diharapkan dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan
hukum khususnya hukum perdata, dan pihak-pihak yang ingin memahami
mengenai pengaturan, penerapan asas menyibak tirai perusahaan (piercing
the corporate veil) dalam UUPT serta bentuk dan proses hukum tanggung
jawab perusahaan induk (holding company) atas kerugian pihak ketiga
oleh anak perusahaan setelah diterapkan asas menyibak tirai perusahaan

(piercing the corporate veil).

2. Manfaat Praktis
Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat serta bahan
informasi bagi para pihak yang berkaitan dengan asas menyibak tirai
perusahaan (piercing the corporate veil) pada perusahaan induk (holding
company) atas kerugian pihak ketiga oleh anak perusahaan, pihak-pihak
yang dimaksud yaitu:

a. Bagi Perusahaan Induk (Holding Company), hasil penelitian
diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi perusahaan mengenai
asas menyibak tirai perusahaan (piercing the corporate veil) serta
sebagai acuan bagi perusahaan induk dalam bertanggungjawab atas
perkara mengenai kerugian pihak ketiga oleh anak perusahaan.

b. Bagi Anak Perusahaan (Subsidiary Company), hasil penelitian
diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan masukan bagi

perusahaan agar dalam mengelola perusahaan menerapkan prinsip
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good corporate governance dan itikad baik guna mencegah terjadinya
kerugian pihak ketiga oleh anak perusahaan.

c. Bagi Hakim, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan acuan
bagi hakim dalam memutus perkara mengenai kerugian pihak ketiga
oleh anak perusahaan dalam kaitannya dengan perusahaan induk
(holding company).

d. Bagi Penegak Hukum lainnya, hasil penelitian diharapkan menjadi
bahan informasi bagi para advokat dalam membela perkara yang
berkaitan dengan asas menyibak tirai perusahaan (piercing the

corporate veil).

E. Ruang Lingkup
Berdasarkan judul penelitian dan permasalahan dalam penelitian ini, maka

ruang lingkup penelitian ini hanya berfokus pada kajian mengenai:

1. Pengaturan dan penerapan asas menyibak tirai perusahaan (piercing the
corporate veil) dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas.

2. Bentuk dan proses hukum tanggung jawab perusahaan induk (holding
company) atas kerugian pihak ketiga oleh anak perusahaan setelah
diterapkan asas menyibak tirai perusahaan (piercing the corporate veil)

dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 89/PK/Pdt/2010.



16

F. Kerangka Teori

Kerangka teori digunakan untuk menganalisis bahan-bahan hukum yang
dikumpulkan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tercantum dalam
rumusan masalah penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa teori
antara lain:

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan ketentuan, ketetapan atau keadaan yang pasti.
Hukum harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman berperilaku dan adil
karena pedoman berperilaku tersebut harus menunjang suatu tatanan yang
dinilai wajar. Hukum dapat menjalankan fungsinya karena dilaksanakan
dengan pasti dan bersifat adil.

Menurut Utrecht terdapat dua pengertian dari kepastian hukum. Pertama,
adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan
yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan kedua, individu mengetahui apa
yang boleh dilakukan atau dibebankan oleh Negara terhadap individu.®
Karena aturan bersifat umum memberikan keamanan hukum untuk individu
dari kesewenangan pemerintah. Aturan hukum yang bersifat umum
menggambarkan bahwa hukum mempunyai tujuan yaitu tidak hanya untuk
memberikan kemanfaatan dan keadilan melainkan semata-mata untuk
kepastian.!’ Dengan sifatnya yaitu membuat aturan hukum yang bersifat

umum maka kepastian hukum dapat diwujudkan oleh hukum.

16 Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari llmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999,
him. 23.

1 Ahmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Toko
Gunung Agung, Jakarta, 2002, him. 82-83.
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Jika dikaitkan dengan teori kepastian hukum dalam suatu perusahaan,
adanya aturan mengenai perusahaan khususnya pada UUPT memberikan
kepastian bagi para pihak dalam hal mendirikan, menjalankan dan
membubarkan PT itu sendiri. Sehingga dalam pelaksanaannya perusahaan
dapat berpedoman terhadap aturan yang berlaku tersebut demi terciptanya
suatu keadilan bagi para pihak yang terkait dalam perusahaan. Artinya
kepastian memberi kejelasan dalam melaksanakan perbuatan hukum baik saat
perusahaan didirikan, dilaksanakan maupun dibubarkan dan pada saat apabila
timbulnya suatu kerugian bagi pihak yang terkait dalam perusahaan sehingga
sanksi atau akibat hukum dari suatu kerugian tersebut dapat diterapkan.

2. Teori Badan Hukum Perusahaan

a. Teori Realitas

Teori realitas atau teori organ menyatakan bahwa keberadaan badan
hukum dalam tata hukum sama pula dengan keberadaan manusia sebagai
subjek hukum.'® Menurut Otto Von Gierke, badan hukum sama seperti
halnya manusia karena benar-benar ada dalam pergaulan hukum. Dengan
demikian menurut teori organ badan hukum bukan khayalan dari hukum
seperti teori fiksi, tetapi benar ada dalam kehidupan hukum. Badan hukum
bertindak melalui organ-organnya, oleh karena itu teori ini disebut pula
dengan teori organ.

Jika dikaitkan dengan penelitian ini, artinya suatu perusahaan dalam

hal ini perusahaan induk (holding company) dan anak perusahaan

18 Chidir Ali, Badan Hukum, Alumni, Bandung, 2014, him. 32.
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(subsidiary company) merupakan suatu badan hukum yang nyata dan
benar adanya dalam kehidupan atau pergaulan hukum. Dimana suatu
perusahaan ini bertindak lewat organ-organnya yakni para pengurus
seperti direksi dan dewan komisaris.
b. Teori Perjanjian atau Kontrak

Perjanjian sering dikenal dengan istilah lain yakni kontrak atau
persetujuan. Perjanjian mempunyai beberapa istilah, yakni overeenkomst
(bahasa Belanda) dan agreement (bahasa Inggris). Menurut Salim HS,
perjanjian merupakan hubungan hukum dalam bidang harta kekayaan
antara subjek satu dengan subjek lainnya dimana subjek hukum satu
berhak atas prestasi dan subjek hukum lainnya berkewajiban
melaksanakan prestasi sesuai yang telah disepakati.’® Definisi perjanjian
telah diatur dalam KUHPerdata.

Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata, suatu perjanjian adalah suatu
perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya
terhadap satu orang lain atau lebih.?® Maka perjanjian merupakan
hubungan timbal balik yang menimbulkan hak dan kewajiban antara pihak
yang terkait dalam perjanjian. Kaitannya dengan penelitian ini, artinya
suatu perusahaan baik perusahaan induk (holding company) maupun anak
perusahaan (subsidiary company) dan perusahaan lain merupakan kontrak
antar para pemegang saham. UUPT mengakui teori perjanjian atau kontrak

dengan menyatakan bahwa sebagai suatu badan hukum, perseroan

19 Salim HS, Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika,
Jakarta, 2008, him. 27.
20 Subekti dan R. Tjitrosudibio, Op. cit., him. 338.
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dibentuk berdasarkan perjanjian. Dengan demikian dikarenakan adanya

perjanjian atau kontrak yang mendasari suatu perbuatan hukum antara para

pihak dalam perusahaan, maka dari itu perjanjian menimbulkan hak dan
kewajiban atas suatu prestasi sehingga melahirkan akibat hukum bagi
pihak yang terkait dalam perjanjian.

3. Teori Tanggung Jawab Hukum

Tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatu sehingga
apabila terjadi sesuatu boleh dipersalahkan, diperkarakan dan dituntut.
Sebagai bentuk persetujuan antara para pihak maka kontrak dapat
menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Adanya hak dan
kewajiban melahirkan tanggung jawab bagi para pihak. Menurut hukum
tanggung jawab merupakan akibat atau konsekuensi atas perbuatan seseorang
yang berhubungan dengan moral atau etika dalam melakukan perbuatan.

Dasar pertanggungjawaban terbagi menjadi dua macam menurut hukum
perdata, yakni kesalahan dan resiko. Sehingga dikenal dengan
pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (liability based on fault) dan
pertanggungjawaban tanpa kesalahan (liability without fault) yang dikenal
dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak.?
Pertanggungjawaban atas dasar kesalahan artinya seseorang harus
bertanggungjawab karena melakukan kesalahan sehingga menyebabkan orang
lain mengalami kerugian. Sedangkan prinsip tanggung jawab risiko berarti

seseorang langsung bertanggungjawab sebagai risiko dari perbuatannya.

21 Titik Triwulan dan Shinta Febrian, Perlindungan Hukum Bagi Pasien, Prestasi Pustaka,
Jakarta, 2010, him. 49.
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Teori tanggung jawab dalam perbuatan melawan hukum atau PMH (tort
liability), menurut Abdulkadir Muhammad terbagi menjadi beberapa teori
yakni sebagai berikut:

a) Tanggung jawab karena perbuatan melanggar hukum yang dilakukan
secara sengaja (intertional tort liability), artinya seseorang sudah
melakukan suatu perbuatan yang merugikan orang lain atau
mengetahui bahwa apa yang dilakukan akan mengakibatkan kerugian.

b) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan
karena kelalaian (negligence tort liability), didasarkan pada konsep
kesalahan (concept of faul) yang memiliki kaitan dengan moral dan
hukum yang telah bercampur baur (intermingled).

c) Tanggung jawab mutlak karena perbuatan melanggar hukum tanpa
mempersoalkan kesalahan (strict liability), didasarkan pada perbuatan
secara sengaja atau tidak sengaja, artinya meskipun bukan
kesalahannya seseorang tetap harus bertanggung jawab atas kerugian
yang timbul karena perbuatannya.?

Kaitannya dengan penelitian ini adalah bahwa PT merupakan subjek
hukum yang berstatus badan hukum serta mempunyai salah satu karakteristik
yakni memiliki prinsip tanggung jawab terbatas (limited liability) bagi para
pemegang saham, anggota direksi, dan komisaris. Sehingga hal ini berarti
hanya badan hukum sendiri yang bertanggung jawab atas setiap perbuatan

yang dilakukan oleh PT sebagai badan hukum. Maka dapat disimpulkan

22 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung,
2010, him. 503.
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bahwa pada perikatan yang dibuat atas nama perseroan, pemegang saham
tidak bertanggung jawab secara pribadi serta bertanggung jawab hanya sebatas
nilai saham yang dimasukkannya, artinya tidak bertanggung jawab atas
kerugian perseroan melebih saham yang dimiliki. Namun dalam keadaan
tertentu terdapat pengecualian terhadap prinsip tanggung jawab terbatas
(limited liability), apabila terbukti hal-hal dalam Pasal 3 ayat (2) UUPT.

4. Teori Akibat Hukum

Akibat hukum adalah akibat yang timbul karena adanya suatu peristiwa
hukum. Peristiwa hukum terjadi karena adanya perbuatan hukum sehingga
perbuatan hukum menimbulkan hubungan hukum, maka akibat hukum
merupakan akibat yang timbul karena adanya perbuatan hukum dan/atau
hubungan hukum.?® Oleh karena itu, peristiwa hukum merupakan peristiwa
yang akibatnya diatur oleh hukum. Soedjono Dirdjosisworo berpendapat
bahwa peristiwa hukum merupakan suatu kejadian yang dapat menimbulkan
akibat hukum antara pihak yang mempunyai hubungan hukum.?*

Dalam hal kaitannya dengan penelitian ini, bahwa karena adanya suatu
peristiwva hukum berupa perjanjian antara para pihak terkait dengan
perusahaan baik itu merupakan perusahaan induk (holding company) maupun
anak perusahaan (subsidiary company) atau pihak ketiga. Suatu peristiwa
hukum ini terjadi karena adanya suatu perbuatan hukum atau hubungan

hukum yang mana dapat melahirkan suatu hak dan kewajiban bagi para pihak,

86.

23 Ishag, Dasar-Dasar IImu Hukum, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, him.

24 Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta,

1994, him. 86.
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kemudian para pihak harus menjalankan hak dan kewajiban tersebut sehingga
menimbulkan akibat hukum apabila para pihak melaksanakan maupun tidak
melaksanakan akibat hukum tersebut maka mengharuskan para pihak untuk

bertanggung jawab atas akibat hukum tersebut.

G. Kerangka Konseptual
Untuk memahami dan memudahkan dalam menafsirkan teori-teori yang
ada pada penelitian ini maka akan ditentukan kerangka konseptual yang
berkaitan dalam penelitian ini, yaitu:
1. Perusahaan
Dalam Pasal 1 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang
Wajib Daftar Perusahaan menyebutkan bahwa perusahaan adalah setiap
bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan
terus-menerus dan dirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah
Negara Republik Indonesia, dengan tujuan memperoleh keuntungan.
Selanjutnya, dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1997 tentang Dokumen Perusahaan menyatakan bahwa Perusahaan adalah
setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus
menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba, baik yang
diselenggarakan oleh orang-perorangan maupun badan usaha yang
berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan

berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
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2. Perseroan Terbatas

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUPT menyatakan bahwa perseroan
terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal,
didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal
dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan
yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.
3. Perusahaan Induk

Perusahaan induk (holding company) merupakan perusahaan yang
berbentuk PT yang melaksanakan pimpinan sentral dalam suatu
perusahaan kelompok guna mengkoordinasikan serta mengendalikan anak
perusahaan sehingga tidak hanya terbatas pada kepemilikan saham yang
ada pada anak perusahaan. Dapat dikatakan bahwa tujuan perusahaan
induk yaitu mengendalikan perusahaan lain berdasarkan pada kepemilikan
mayoritas saham modal yang memiliki pengaruh dalam hak suara.
4. Anak Perusahaan

Berdasarkan penjelasan Pasal 29 UUPT menyatakan bahwa anak
perusahaan merupakan perseroan yang mempunyai hubungan khusus
dengan perseroan lain, hal ini terjadi karena lebih dari 50% (lima puluh
persen) saham anak perusahaan dimiliki oleh perusahaan induk, lebih dari
50% (lima puluh persen) suara dalam RUPS dikuasai perusahaan induk,
dan atau terkait kontrol atas jalannya perseroan, pengangkatan dan
pemberhentian Direksi dan Komisaris sangat dipengaruhi oleh perusahaan

induk.
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5. Asas Menyibak Tirai Perusahaan (Piercing The Corporate Veil)
Asas menyibak tirai perusahaan (piercing the corporate Vveil)
memberikan pengecualian terhadap prinsip tanggung jawab terbatas
(limited liability). Asas menyibak tirai perusahaan (piercing the corporate
veil) menunjukkan bahwa meskipun secara hukum badan hukum
bertanggung jawab sebatas harta badan hukum yang bersangkutan, namun
dalam keadaan tertentu batas tanggung jawab tersebut dapat ditembus.
Pengaturan mengenai asas menyibak tirai perusahaan (piercing the
corporate veil) diatur dalam Pasal 3 ayat (2) UUPT.
6. Kerugian
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kerugian berarti
menanggung atau menderita rugi.?® Ganti rugi dapat terjadi karena adanya

wanprestasi atau dapat timbul karena perbuatan melawan hukum.

H. Metode Penelitian
Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah berdasarkan
sistematika, metode, dan pemikiran tertentu dengan cara menganalisisnya.
Diadakan pula pemeriksaaan yang mendetail pada fakta hukum untuk dapat
memecahkan permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.?®
1. Tipe Penelitian
Tipe penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum yuridis

normatif. Penelitian yuridis normatif atau penelitian kepustakaan atau

25 https://kbbi.web.id/rugi diakses pada tanggal 02 Oktober 2020 Pukul 11.10 WIB.
% Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris,
Prenadamedia Group, Depok, 2016, him. 16.
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studi dokumen merupakan penelitian doktriner.?” Artinya merupakan
penelitian hukum yang mengkaji studi dokumen atau kepustakaan dengan
menggunakan berbagai data sekunder.?® Penelitian hukum normatif
menggunakan sumber-sumber data sekunder seperti peraturan perundang-
undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana
hukum.?®
2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan penelitian yaitu:

a. Pendekatan Undang-Undang (statute approach)

Pendekatan Undang-Undang atau statute approach dilakukan
dengan melihat peraturan perundang-undangan dan peraturan yang
memiliki kaitan dengan isu hukum yang terjadi.>® Dimana penulisan
skripsi ini menelaah mengenai asas menyibak tirai perusahaan
(piercing the corporate veil) pada perusahaan induk (holding
company) atas kerugian pihak ketiga oleh anak perusahaan sesuai
Pasal 3 ayat (2) UUPT dan peraturan perundang-undangan yang
terkait dengan skripsi ini.

b. Pendekatan Kasus (case approach)
Pendekatan kasus atau case approach dilakukan dengan cara

menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang diteliti dan telah

27 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, him.24.

28 Riduan Syahrani, Op.cit., him. 23.

2 Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan
Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, him. 82.

%0 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenadamedia Group, Jakarta, 2005, him.
136.
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menjadi putusan yang berkekuatan hukum tetap.®! Pendekatan kasus
yang dikaji dalam penelitian ini adalah dengan memahami putusan
pengadilan terkait adanya asas menyibak tirai perusahaan (piercing
the corporate veil) pada perusahaan induk (holding company) atas
kerugian pihak ketiga oleh anak perusahaan serta memahami alasan-
alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada
putusannya.
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum
Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan penulis yaitu
sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat,
seperti:

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER)

2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar

Perusahaan
4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan
Terbatas
5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen

Perusahaan

31 1bid, him. 177.
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6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas
7) Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 89
PK/PDT/2010
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan lebih lanjut
mengenai bahan hukum primer,®? seperti buku-buku, jurnal hukum,
pendapat ahli, teori-teori, karya ilmiah, artikel yang berkaitan dengan
bahasan dalam penelitian ini. Bahan hukum sekunder yang digunakan
dalam penelitian ini berupa buku dan karya ilmiah mengenai masalah
yang berkaitan dengan topik penelitian ini.
c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier berguna sebagai bahan hukum penunjang
yang memberi penjelasan bagi bahan hukum lainnya.3* Bahan hukum
tersier dalam penelitian ini berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia
(KBBI), Kamus Hukum dan Kamus Bahasa Inggris.
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian
ini adalah studi kepustakaan (library research) atau dokumen. Studi
kepustakaan (library research) bersumber dari peraturan perundang-
undangan, buku literature ilmu hukum dan tulisan hukum yang berkaitan

dengan permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis.

32 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Ul Press, Jakarta, 2017, him. 52.
33 Zainuddin Ali, Op. cit., him. 24.
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5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Teknik pengolahan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif
dilakukan dengan cara mengadakan sistematisasi bahan-bahan hukum
tertulis. Data-data yang telah dikumpulkan yakni data primer dan sekunder
diolah secara kualitatif dengan menganalisis berupa kalimat dan uraian.®*
Sistematisasi berguna untuk memudahkan dalam menganalisis.
6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, teknik analisis bahan hukum yang digunakan
yaitu teknik analisis normatif. Teknik ini mengungkapkan peraturan
perundangan-undangan yang terkait dengan teori hukum yang menjadi
objek penelitian. Kemudian, pada teknik ini, bahan hukum akan diuraikan
secara sistematis dalam kalimat yang logis, efisien, dan efektif agar dapat
mempermudahkan dalam menginterpretasi bahan hukum dan pemahaman
pada hasil bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menjawab
permasalahan pada penelitian ini.
7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini, guna menjawab permasalahan yang diteliti
penulis menggunakan teknik penarikan kesimpulan metode deduktif yakni
berfikir dengan menarik kesimpulan dari bahan hukum bersifat umum ke

yang bersifat khusus. °

3 Achmad Ali, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum, Yarsif Watampone,

Jakarta, 2008, him. 188.

him.10.

% Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007,
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